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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman di era sekarang ini tentu saja 

berangsur-angsur mengalami peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang 

ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita serta 

meningkatnya tingkat kecerdasan dari masyarakat itu pula. Dalam hal ini 

berkaitan dengan perekonomian tidak terlepas dari peran seorang notaris 

yang memang diakui secara yuridis sebagai pejabat umum pembuat akta. 

Kedudukan seorang notaris sebagai fungionaritas dalam masyarakat 

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh 

nasehat yang boleh diandalkan dalam pembuatan dan pengesahan dokumen 

yang kuat pada suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang 

(figure) yang ketentuan- ketentuannya dapat diandalkan, dipercaya, dan 

yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan 

bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak 

ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan 

membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari yang akan 

datang.
1 

Peran serta notaris terdapat didalam peristiwa hukum antar 

masyarakat, maupun masyarakat dengan badan hukum. Dengan 
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dikeluarkannya Surat Edaran menteri dalam negeri Nomor 900/4627/SJ 

tentang penajaman ketentuan Pasal 298 ayat 5 undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka tentu saja akan menambah 

pelayanan masyarakat dari seorang notaris itu sendiri di dalam menjalankan 

tugasnya, yakni membadan hukumkan semua perkumpulan atau organisasi 

yang ada didalam pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa
2
. 

Terlepas dari semua itu maka notaris dalam menjalankan profesinya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai 

aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas 

jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga 

untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk 

menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang 

Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan 

suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam 

pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya 

seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, 

karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak 

lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.  

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena 

dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan 

menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan 

dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang 
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memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak 

merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan Komar 

Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas 

dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat 

dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga 

susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping 

keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau 

pandangan yang objektif.
3
 

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya 

kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah 

diatur dan dituangkan dalam undang-undang tebaru, yaitu Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (untuk selanjutnya disebut UUJN), 

undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU Perubahan Atas 

UUJN). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris menentukan: 
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 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”  

 

Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak dapat disamakan 

dengan pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah. Yang membedakannya adalah Notaris merupakan pegawai 

pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.  

Diberlakukannya UUJN dan UU perubahan atas UUJN diharapkan 

bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. UU perubahan 

atas UUJN telah menetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan 

seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.  

Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUJN 

menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan 

menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar 
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dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan 

membuat akta risalah lelang. Dari beberapa kewenangan tersebut jasa 

seorang Notaris kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal 

pembuatan akta otentik.  

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan 

apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban 

untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para 

pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak 

tersebut ke dalam akta Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan atau 

biasa disebut dengan akta dibawah tangan dibuat tidak dibuat dihadapan 

Notaris dan dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang serta 

tanpa adanya perantara berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.  

Menurut Pasal 1 angka 7 UU perubahan atas UUJN menentukan 

bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini”. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan 

Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya 
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disebut KUHPerdata) yaitu suatu akta otentik ialah akta yang didalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. 

Berdasarkan pasal tersebut Notaris mempunyai wewenang untuk 

membuat akta otentik. Terdapat dua golongan akta otentik yang dibuat oleh 

Notaris yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana merupakan suatu 

akta yang dibuat oleh Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas 

suatu keadaan yang disaksikan oleh Notaris dan akta otentik yang dibuat di 

hadapan Notaris yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat 

uraian mengenai hal-hal yang diterangkan oleh pihak yang menghadap 

kepada Notaris. Dengan adanya UUJN dan UU perubahan atas UUJN 

kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik nanti dalam 

penerapannyan akta tersebut mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Akta otentik 

merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Akta otentik 

memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah 

(uitwendige bewijskracht) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri 

untuk membuktikan keabsahanya sebagai akta otentik. Kekuatan 

pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan kepastian 

bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui 

dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang 

menghadap. Kekuatan pembuktian Materiil (materiele bewijskracht) yang 

merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta.  
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Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) berwenang 

membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris 

dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta 

otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan 

secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau 

tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan 

atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang 

ditimbulkan dari suatu perbuatan.  

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat 

hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa 

dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, 

administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi 

pidana pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan 

pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan 

konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh 

Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.  

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau 

pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu 

harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya 

secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan Notaris tersebut 

bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. 

Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur 

bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. 
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Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang 

dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam 

perbuatan itu.  

Istilah perbuatan melawan hukum itu memiliki ruang lingkup yang 

lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan 

hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan 

undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum 

yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan 

hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada 

pihak yang dirugikan. Perbedaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan 

pidana menurut Rachmat Setiawan adalah: “Setiap perbuatan pidana selalu 

dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya 

terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. 

Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan 

akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”
4
 

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan 

hukum dikenal dalam dimensi Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dari 

aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam 

bahasa Belanda dikenal dengan terminologi wederrechtelijk dalam ranah 

Hukum Pidana dan terminologi onrechtmatige daad dalam ranah Hukum 

Perdata. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks 
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Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pada bagian tentang 

perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yaitu : “Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.”  

Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat 

dijumpai baik dalam ranah Hukum Pidana (publik) maupun dalam ranah 

Hukum Perdata (privat). Sehingga dapat ditemui istilah melawan Hukum 

Pidana begitupun melawan Hukum Perdata. Dalam konteks itu jika 

dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan 

adanya persamaan dan perbedaan.
5
  Persamaan pokok kedua konsep 

melawan hukum itu adalah untuk dikatakan sifat melawan hukum keduanya 

mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan 

berikutnya adalah kedua sifat melawan hukum tersebut pada prinsipnya 

sama-sama melindungi kepentingan (interest) hukum. Perbedaan pokok 

antara kedua sifat melawan hukum tersebut, apabila sifat melawan Hukum 

Pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum (public 

interest), hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sedangkan sifat 

melawan Hukum Perdata lebih memberikan perlindungan kepada private 

interest, hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian 

(remedies). Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai 

perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan 
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kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 

bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian 

dan kehati-hatian
6
. 

Sifat melawan hukum dibagi menjadi sifat melawan hukum formal 

dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formal terjadi 

karena memenuhi rumusan delik di dalam undang undang. Sifat melawan 

hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. 

Sedangkan sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tetapi 

harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat 

melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang 

maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.  

Menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum dalam konteks 

Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih 

dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan 

Hukum Perdata yang bersifat privat. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum 

publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang 

dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan 

dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata maka yang 

dilanggar hanya kepentingan pribadi saja
7
. 
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Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau 

perbuatan yang melawan hukum. Karena seorang Notaris tetap seorang 

manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk 

menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara 

bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, yang diakibatkan dari 

produk hukum yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas 

jabatannya tidak dapat dipungkuri lagi, saat ini cukup banyak perkara-

perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak 

professional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. 

Akibat dari semua ini ada beberapa Notaris yang telah ditetapkan sebagai 

tersangka, terdakwa dan dipidana. Notaris yang melakukan perbuatan 

melawan hukum dalam pembuatan akta otentik wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun secara 

perdata. Namun penerapan satu jenis sanksi dalam pertanggungjawaban 

Notaris dirasa belum cukup, sehingga diperlukan komulasi atau 

penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

Notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap 

perbuatan yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian hukum 

kepada Notaris itu sendiri dan para pihak yang dirugikan.  

Ketentuan dalam UUJN dan UU perubahan atas UUJN tidak mengatur 

mengenai komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang dibebani terhadap Notaris yang melakukan 

perbuatan melawan hukum. UUJN dan UU perubahan hanya mengatur 
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mengenai penerapan sanksi perdata dan administrasi, dimana kedua jenis 

sanksi tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat dilakukan secara bersama-

sama karena penjatuhan sanksi tersebut terhadap jenis pelanggaran yang 

berbeda dalam ketentuan UUJN dan UU perubahannya. Sehingga perlu 

penelitian lebih lanjut untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang 

layak dilakukan oleh Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum 

agar pertanggungjawabannya dirasakan adil khususnya bagi para pihak yang 

dirugikan maupun bagi Notaris itu sendiri. Sehubungan dengan latar 

belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta 

menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Pembuktian 

dengan Akta Dibawah Tangan yang telah Dilegalisasi oleh Notaris dalam 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagimana bentuk tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di 

bawah tangan yang dilegalisasinya? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian dengan akta dibawah tangan yang 

telah dilegalisasi oleh Notaris dalam penyelesaian perkara di 

Pengadilan? 

3. Bagaimana kewenangan hakim dalam membatalkan Akta di bawah 

tangan yang telah memperoleh legalisasi Notaris? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggungjawab Notaris 

atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian dengan 

akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan? 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan hakim dalam 

membatalkan Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi 

Notaris? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya memberi sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan hukum dibidang kenotariatan yaitu dalam hal kekuatan 

hukum akta dibawah tangan yang disahkan notaris dalam pembuktian 

di persidangan, serta bagi notaris sendiri dalam hal tanggung jawab 

notaris dalam mengesahkan akta di bawah tangan, serta untuk 

menambah wawasan penulis.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan 

bermanfaat bagi pembangunan negara dan bangsa, kepentingan 
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masyarakat yang hendak atau telah mengesahkan akta dibawah tangan 

kepada notaris, serta dapat menjadi memberikan masukan dan menjadi 

bahan penelitian lebih lanjut. 

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori 

1. Kerangka Konseptual 

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan 

terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses 

pembuktian. Berbicara mengenai pembuktian, maka ada 3 (tiga) hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a. Siapa yang membuktikan 

Mengenai hal ini, maka siapa yang membuktikan adalah 

bukan hakim melainkan pihak yang bersengketa yaitu penggugat 

dan/atau tergugat. Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, ditentukan 

sebagai berikut : 

“barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut 

suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, 

atau membatah hak orang lain, maka orang itu harus 

membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”  

 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas 

diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai 

suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya 

suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila 

disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian 

dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik 
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penggugat maupun tergugat. Namun demikian, pasal ini kurang 

lengkap, mestinya ditambah “jika dibantah”. Sebab kalau orang 

mengatakan berhak atau menunjuk suatu peristiwa dan hak 

(peristiwa) itu diakui oleh pihak lawan, maka peristiwa atau hak 

yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan. Namun 

kadangkadang dalam suatu proses terdapat keadaan masing-

masing pihak mengalami kesulitan untuk pembuktian. Dalam 

keadaan demikian, harus diketahui siapa yang dibebani 

pembuktian apakah tergugat atau penggugat. Hal ini berkaitan 

dengan risiko pembuktian, maksudnya adalah dalam keadaan 

kedua belah pihak kesulitan membuktikan, maka berdasarkan 

risiko pembuktian tersebut, pihak yang terbebani pembuktian 

adalah yang dikalahkan oleh hakim. Siapa yang menanggung 

risiko pembuktian ditentukan berdasarkan teori- teori tentang 

beban pembuktian. 

b. Apa yang harus dibuktikan 

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan 

di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya 

suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak 

memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan 

pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa 

yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang barus membuktikan”, 

atau dengan kata lain, hakim yang melakukan 
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pembagian beban pembuktian .  

 Hal yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan adalah 

kebenaran tentang faktanya bukan tentang hukumnya, karena 

masalah hukum adalah persoalan hakim yang berkaitan dengan 

asas ius curia novit (hakim mengenal hukum) dan bukan 

persoalan para pihak. Dalam pembuktian apabila salalu satu pihak 

diberi kewajiban untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak 

dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalahkan 

dalam persidangan. Dengan demikian dalam melakukan 

pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana 

dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau 

diberatkan oleh beban pembuktian tersebut. Undang-undang 

memberikan pedoman umum bagi hakim dalam menentukan 

pembagian beban pembuktian yaitu pada Pasal 163 HIR. Dan 

Pasal 1865 KUHPerdata. Hakim dalam menentukan beban 

pembuktian harus mempertimbangkan keadaan yang konkrit, 

tidak hanya pada satu pihak dari beban pembuktian, melainkan 

kedua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu 

diperhatikan juga bahwa beban pembuktian diusahakan agar 

dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan ia 

diberikan beban pembuktian. 
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c. Bagaimana caranya membuktikan 

 Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap 

sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR. Dari bebagai 

rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat 

menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. 

Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim 

akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan 

dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi 

bahwasanya Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata 

menduduki tempat yang amat penting. 

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana 

mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR, 

sedangkan dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima 

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta 

kekuatan pembuktian dari bukti itu. Di sini, hal yang perlu 

dibuktikan hanyalah hal yang dibantah oleh pihak lawan saja. 

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat 

bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat 

dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.  

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa 

bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 
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KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja 

dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari 

seorang pejabat. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk 

akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar 

dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Kekuatan 

pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam  : 

1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang 

didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada 

lahirnya; acta publica probantsese ipsa); 

2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian 

tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan 

dan melakukan apa yang dimuat dalam akta); 

3) Kekuatan pembuktian materiiil (memberikan kepastian 

tentang materi suatu akta).  

 Acta Publica Probant Sese Ipsa, sebuah adagium hukum 

yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta 

otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka 

akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai 

terbukti sebaliknya. Hal ini berarti sebuah tanda tangan pejabat 

dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. 

Beban pembuktiannya, terletak pada siapa yang mempersoalkan 

otentik tidaknya (authenticity) .  
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 Adapun akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta 

otentik. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa : 

”Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu 

di tempat di mana akta itu dibuat.”  

 

Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang 

ditandatangani tanpa perantara pejabat umum.  

 Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat 

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 

dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah 

salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata. 

  Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada 

ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk 

mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari 

satu akta dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan 

penandatangan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si 

penanda tangan, sehingga membubuhkan paraaf singkatan tanda 

tangan dianggap belum cukup.  

 Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di 

bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang 

dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh 

seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-
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undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang 

membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, 

dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, 

kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat 

tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata). 

  Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta di bawah tangan 

yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak 

dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam 

hal pembuktiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran 

tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat 

dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini 

dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang 

dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum 

yang berwenang untuk itu. 

2. Kerangka Teori  

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan 

dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling 

berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan 

penjelasan atas suatu gejala.
8
 Teori juga digunakan untuk menggali lebih 

mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi 

                                                             
8
 Sutan Remy Sjahdeini, 2009, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang 

Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, h. 8 
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mengembangkan suatu kajian hukum tertentu
9
, yang diperinci lagi oleh 

Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:
10

 

1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak 

diselidiki atau diuji kebenarannya. 

2) Sebagai suatu ikthisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta 

diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 

3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena 

telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin 

faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa 

mendatang. 

Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan 

dalam penulisan tesis ini adalah :  

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu 

ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu 

digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang 

memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu 

negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga 

negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 

                                                             
9
 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

h.73 

10
 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 

h.121 
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keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan 

dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang 

lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian 

aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam 

suatu aturan. 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi 

digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian 

sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila 

dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum 

merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya 

gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan 

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena 

keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan 

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai 

kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian 

mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. 
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Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan 

pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan,
11

 

pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya 

memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari 

kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan  

tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini 

tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.  

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai 

dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa 

hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum 

yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi 

yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif .
12

 

Menurut Sudikno Mertokusumo,
13

 kepastian hukum adalah 

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut 

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan 

keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum 

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, 

                                                             
11

 E. Fernando M. Manulang, 2016, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum, Cetakan: I, 

Kencana, h. 94. 

12
 Ibid., h. 95. 

13
 Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, 

Yogyakarta, h. 160 
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sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan. 

Dalam Amandemen Pasal 281 (1) UUD 1945, prinsip 

legalitas diadopsi, dan ini menjadi momen kebangkitan kembali 

gagasan legalitas dalam pemikiran hukum di Indonesia, setelah 

sekian lama gagasan ini ditampung dalam KUH Pidana. Prinsip 

yang dahulu lazim dikenal dalam ranah hukum pidana, kini telah 

keluar hingga ke ranah perdata dan ketatanegaraan. Legalitas 

diklaim oleh para yuris sebagai turunan dari paham legisme.  

 Ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 

disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan 

kekayaan alam merupakan kekayaan nasional dan sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam pengertian dikuasai 

adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang 

dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan kekayaan alam, 

menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang 

(subjek hukum) dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan tujuan negara 

untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada hakekatnya tugas 
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negara bersama rakyat mempunyai tanggung jawab bersama untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan 

perlindungan terhadap rakyatnya dan menciptakan suatu kepastian 

hukum dan kedudukan hukum yang jelas.  

Hukum di negara berkembang ada 2 (dua) pengertian 

tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu 

kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari 

hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas 

dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian 

dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum  yang 

berguna.  

Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila 

hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam 

undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling 

bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan 

pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan 

hukum (rechtswerkelijheid) dan undang-undang tersebut tidak  

ada  istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-

lainan.
14 

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti 

bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat 

menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna 

keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua 
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 E. Utrecht, 1959, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan keenam, Penerbit Balai 

Buku Ichtiar, Jakarta, h. 26 
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belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang 

sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum 

dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang 

satu dengan pihak yang lain.
15 

Tugas hukum menjamin kepastian 

hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam 

pergaulan kemasyarakatan. 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar 

yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
16

 

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum 

positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa 

hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, 

hukum positif tidak boleh mudah diubah. 

 

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada 

pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang 

hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari 

hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan 

pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum 

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam 

masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang 

adil. 

                                                             
15

 Ibid, h. 25 

16
 Setio Dwi, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses melalui 

sharingaboutlawina.blogspot.co.id pada 11 Agustus 2019 pukul 09.15 WIB. 
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Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh 

Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,
17

 yaitu bahwa 

kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai 

berikut: 

1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, 

konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan 

oleh kekuasaan negara; 

2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

dan juga tunduk dan taat kepadanya; 

3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan 

isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap 

aturan-aturan tersebut; 

4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak 

berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; 

dan 

5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut 

menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi 

hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum 

yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang 
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 Sidharta Gautama, 2006, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, 

Refika Aditama, Bandung, h. 85. 
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lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian 

hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum 

yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan 

adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam 

berorientasi dan memahami sistem hukum.
18

 

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 

8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila 

tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai 

hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. 

Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:
19

 

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, 

tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal 

tertentu; 

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa 

yang bisa dilakukan; 

7) Tidak boleh sering diubah-ubah; 

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan 

sehari-hari. 
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 Ibid. 

19
 Lon Fuller, 1971, Morality of Law,Yale University, New Haven, h. 54-58. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka kepastian dapat 

mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan 

dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam 

masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat 

memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu 

dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi 

sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum 

suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan 

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat 

dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap 

warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum 

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya 

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 
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belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial.
20

 

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan
21

. 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi 

hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang 

dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, 

masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk 

memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat 

menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan 

hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, 

menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-

pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan 
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  Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , h.  55 

21
 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,  PT Bina Ilmu, 

Surabaya, h.  29 
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hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang 

diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan 

tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti 

perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu
22

. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan 

hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek 

keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya 

tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya 

perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk 

menegakkan keadilan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dimulai 

dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan 

dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data 

dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, lalu pada 

akhirnya membuat kesimpulan atau temuan .  Penelitian merupakan suatu 
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sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang 

dikumpulkan dan diolah . Penelitian merupakan aktivitas mencari 

pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang 

bersangkutan dengan metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian 

benar-benar bermutu.  

Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas 

sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi 

yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah sebagai berikut :  

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan 

yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.” 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum 

terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis 

atau empiris. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu 

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada 

segi yuridis, yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan hukum 
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yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan 

cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum 

kepustakaan. 

Sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang 

terutama diteliti adalah data primer. Data primer (atau data dasar) 

yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimya dinamakan data 

sekunder.23 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat 

deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data 

yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan 

dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis. Deskriptif 

Analitis menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.
24

 

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan 

dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai 

segala hal yang berhubungan dengan Problematika Hukum Keabsahan 

Akta Dibawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris dalam 

Pembuktian di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung. 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.Cit., h. 12. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian 

hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri 

dari: 

a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung 

akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2)  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR); 

4) Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der 

Justitie in Indonesie, S 1847 No. 23 jo. S 1848 No. 47 (RO); 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah 

Agung; 

7)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

8) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. 

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, 

lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga 

digunakan : 

1) Yurisprudensi; 
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2)  Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris 

dan Hukum Acara; 

3) Karya-karya ilmiah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan 

diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan 

bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder 

mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Dan juga bahan hukum tertier yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder
25

. 

 Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian 

ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data 

pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara 

sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung; 

b. Empat Notaris di wilayah Kabupaten Temanggung yang sudah 

berpengalaman; 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis 

yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan 

matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil 

analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat 

menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian akta di bawah 

tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, 

sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang 

permasalahanpermasalahan yang diteliti. 

G. Sistematika Penulisan Tesis 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran awal dari penelitian 

ini yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan 

kerangka teori, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika 

penulisan tesis ini.  

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan-landasan teori 

berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis 

gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti yang meliputi Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan 

umum tentang Akta Otentik, Tinjauan umum tentang Legalisasi 

Tinjauan umum tentang pembuktian di pengadilan, Tinjauan 
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Umum tentang Perjanjian dan Tinjauan umum tentang perjanjian 

menurut Hukum Islam. 

Bab III  Hasil penelitian dan pembahasan  

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai bentuk tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di 

bawah tangan yang dilegalisasinya, kekuatan pembuktian dengan 

akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dalam 

penyelesaian perkara di Pengadilan dan Kewenangan hakim dalam 

membatalkan Akta di bawah tangan yang telah memperoleh 

legalisasi Notaris.  

Bab IV  Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi 

permasalahan dan pembahasan, serta saran yang diangkat dalam 

penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang 

tekait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang 

dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian. 

 

 

 


